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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui bentuk-bentuk perbuatan
penelantaran anak dan pemberlakuan sanksi
pidana terhadap perbuatan penelantaran anak
di Indonesia. Dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1)
Bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak,
seperti tindakan atau perbuatan mengabaikan
dengan sengaja kewajiban untuk memelihara,
merawat, atau mengurus anak sebagaimana
mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan
kewajiban untuk memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada anak
dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian, orang
tersebut wajib melaksanakannya. 2)
Pemberlakuan  sanksi  pidana  terhadap
perbuatan penelantaran anak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Pasal 76B. Pasal 77B yaitu setiap orang
dilarang menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam
situasi perlakuan salah dan penelantaran.
Setiap Orang vyang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 49. Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah), setiap orang vyang
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya.
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PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.Untuk efektivitas pengawasan
penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan
lembaga independen yang diharapkan dapat
mendukung Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga
mempertegas tentang perlunya pemberatan
sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan
terhadap Anak, untuk memberikan efek jera,
serta mendorong adanya langkah konkret
untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan
sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku
kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk
mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak
pelaku kejahatan di kemudian hari tidak
menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Psikolog dari Klinik Terpadu Tumbuh
Kembang Anak dan Remaja, Jane Cindy
mengatakan ada beberapa faktor yang bisa
memicu orang tua menelantarkan anak-
anaknya. Untuk mengetahui secara pasti
penyebabnya, diperlukan pemeriksaan
psikologis lebih lanjut kepada orang tua,
namun, faktor penyalahgunaan obat atau
pengalaman di masa lalu bisa menjadi faktor
pemicu. Menanggapi kasus penelantaran lima
anak yang dilakukan orang tuanya di Cibubur,
Cindy menduga bisa saja disebabkan karena
penggunaan obat-obatan. Apalagi, petugas
gabungan saat memeriksa rumah tersebut
menemukan narkoba. Adanya temuan narkoba,
bisa diduga penyalahgunaan obat-obatan
terlarang atau substance abuse menjadi faktor
pemicu orang tua menelantarkan anak-
anaknya. Mungkin juga di masa kecilnya, orang
tua merupakan korban penelantaran anak atau
child abuse. Pengalaman di masa lalu itu juga
bisa menjadi pemicu. Cindy mengatakan
penelantaran bisa membuat seseorang secara
tidak sadar mengulangi perlakuan yang mereka
terima di masa kecil tersebut kepada anak-
anaknya. Anak bisa mengalami trauma ketika
ditelantarkan orang tuanya, karena merasa
ditolak sehingga menarik diri dari lingkungan
sosial, menutup diri, tidak mampu menaruh
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kepercayaan terhadap orang lain dan akhirnya
kemampuan bersosialisasinya tidak
berkembang dengan baik. Petugas gabungan
Polda Metro Jaya, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) dan Kementerian Sosial
memeriksa sebuah rumah di kawasan Cibubur
Jakarta Timur, Kamis (14/5/2015). Petugas
mengamankan Utomo Permono dan Nurindria
Sari terkait dugaan penelantaran terhadap lima
anaknya. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas
gabungan  menyelamatkan  kelima  anak
pasangan tersebut dan menemukan 0,85 gram
sabu-sabu. Polisi telah menetapkan pasangan
tersebut sebagai tersangka atas dugaan
kepemilikan sabu-sabu berdasarkan Pasal 112
dan 114 Subsider Pasal 132 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dengan ancaman maksimal tujuh tahun
penjara. (Antara).’

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat
mengakibatkan anak berada dalam situasi
penelantaran merupakan bagian penting dari
penulisan ini guna memperoleh pemahaman
mengenai pentingnya kepedulian terhadap
anak-anak yang diterlantarkan dan upaya
penegakan hukum, khususnya sanksi pidana
terhadap pelaku penelantaran anak di
Indonesia.

Hukum adalah produk pemerintah atau
penyelenggara negara atau lembaga yang
memiliki wewenang untuk itu yang kemudian
menjadi hukum positif atau peraturan yang
mengikat  kehidupan  masyarakat  dalam
aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah
terjadinya tindakan kriminal atau mengatur
hubungan antarindividu sehingga dengan
adanya hukum itu, gejolak sosial dan
mobilitasnya dapat dikendalikan.*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan
penelantaran anak di Indonesia ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana
terhadap perbuatan penelantaran anak di
Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

3 https://www.suara.com/Inilah Beberapa Faktor Orang
Tua Telantarkan Anak. Diakses 2/7/2019 3: 07 Wita.
*Wawan Muhwan Hariri. Pengantar llmu Hukum, Cet. 1.
CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.hal. 19.

Lex Crimen Vol. VIlII/No. 4/Apr/2019

Penelitian hukum normatif digunakan dalam
menyusun penulisan ini. Metode penelitian
hukum normatif menggunakan bahan-bahan
hukum vyang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan
perundang-undangan di bidang  hukum
pidana dan perlindungan hukum terhadap
anak;

2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-
literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal
hukum dan referensi ilmu hukum lainnya
yang membahas materi mengenai
pemberlakuan sanksi pidana terhadap
perbuatan penelantaran anak.

3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum
dan kamus hukum untuk menjelaskan
pengertian-pengertian dari istilah-istilah
hukum yang dipergunakan dalam penulisan
ini.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Penelantaran

Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Pasal 1 angka 6. Anak Terlantar adalah
Anak vyang tidak terpenuhi kebutuhannya
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual,
maupun  sosial. Peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai bentuk-
bentuk perbuatan yang mengakibatkan anak
berada dalam situasi penelantaran terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Bentuk-bentuk perbuatan penelantaran
anak, seperti tindakan atau perbuatan
mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk
memelihara, merawat, atau mengurus anak
sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak
melaksanakan kewajiban untuk memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada anak dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian, orang
tersebut wajib melaksanakannya.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan
orang tua, wali, atau pihak lain mana pun
yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman,
penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh
anak melakukan segala bentuk perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
maka pelaku dikenakan pemberatan
hukuman.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf:

a. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan
yang membeda-bedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran
anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

b. Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau
perbuatan memperalat, memanfaatkan,
atau memeras anak untuk memperoleh
keuntungan pribadi, keluarga, atau
golongan.

c. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan
atau perbuatan mengabaikan dengan
sengaja kewajiban untuk memelihara,
merawat, atau mengurus anak sebagaimana
mestinya.

d. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan
atau perbuatan secara zalim, keji, bengis,
atau tidak menaruh belas kasihan kepada
anak. Perlakuan kekerasan dan peng-
aniayaan, misalnya perbuatan melukai
dan/atau mencederai anak, dan tidak
semata-mata fisik, tetapi juga mental dan
sosial.

e. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan
keberpihakan antara anak yang satu dan
lainnya, atau kesewenang-wenangan
terhadap anak.

f. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan
pelecehan atau perbuatan tidak senonoh
kepada anak.

kekerasan, dan

Pasal 57. Dalam hal anak terlantar karena
suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya, maka lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau
pejabat yang berwenang dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk menetapkan
anak sebagai anak terlantar.

Perlindungan anak adalah suatu wusaha
mengadakan  kondisi dan situasi yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban
anak secara manusiawi positif yang merupakan
pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian perlindungan
anak harus diusahakan dalam berbagai bidang
penghidupan dan kehidupan bernegara, bagi
masyarakat dan berkeluarga berdasarkan
hukum demi perlakuan benar, adil dan untuk
kesejahteraan anak.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Pasal 9 ayat:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat
(1) juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada di
bawah kendali orang tersebut.

Konvensi mengenai Hak-hak anak
(Convention on the Rights of Child tahun 1989.
Konvensi ini menegaskan hak-hak anak-anak
untuk  memperoleh perlindungan dan
kesempatan serta fasilitas khusus bagi
kesehatan dan pertumbuhan mereka secara
normal. Konvensi juga membentuk Komite
tentang Hak-hak anak vyang mengawasi
implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi
dan membahas laporan-laporan yang
disampaikan negara-negara anggota.’®

*Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di
Indonesia, CV. Mandar Maju. Cetakan |. Bandung, 2005,
hal. 2.

®Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian Peranan
dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-3, PT.
Alumni. Bandung. 2001, hal. 606-607.
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Pasal 53 ayat:

(1) Pemerintah dan Pemerintah  Daerah
bertanggung jawab untuk memberikan
biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-
cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari
Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar,
dan Anak yang bertempat tinggal di daerah
terpencil.

(2) Pertanggungjawaban  Pemerintah  dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pula mendorong
Masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 55 ayat:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pemeliharaan,
perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak
terlantar, baik di dalam lembaga maupun di
luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan
dan perawatan Anak terlantar, lembaga
pemerintah dan lembaga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengadakan kerja sama dengan berbagai
pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan
dan perawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pengawasannya dilakukan
oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.
Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Yang dimaksud

dengan frasa dalam lembaga adalah melalui

sistem panti pemerintah dan panti swasta,
sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem
asuhan Keluarga/perseorangan.

Pasal 56 ayat:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan wajib mengupayakan dan
membantu Anak, agar Anak dapat:

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan
berpikir sesuai dengan hati nurani dan
agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau
tertulis sesuai dengan tahapan usia dan
perkembangan Anak;
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d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi,
berkreasi, dan berkarya seni budaya;
dan

f. memperoleh sarana bermain yang
memenuhi  syarat kesehatan dan
keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dan disesuaikan dengan usia
Anak, tingkat kemampuan Anak, dan
lingkungannya agar tidak menghambat dan
mengganggu perkembangan Anak.

Pasal 58 ayat:

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus
menetapkan tempat penampungan,
pemeliharaan, dan perawatan Anak
Terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau
lembaga yang diberi wewenang wajib
menyediakan tempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Ada banyak konsep perlindungan vyang
dikenal dan salah satunya adalah istilah yang
sering dipergunakan di dalam setiap instrumen
hak asasi manusia internasional maupun
nasional. Salah satu contoh vyang dapat
diperhatikan adalah pada saat membicarakan
hak anak. Pada Pasal 2 paragaraf 2 Konvensi
tentang Hak Anak menyebutkan: “Negara-
negara peserta harus mengambil langkah-
langkah yang layak untuk memastikan bahwa
anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi
atau hukuman yang didasarkan pada status,
kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau
kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah
atau anggota keluarganya”.’

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang termuat dalam undang-
undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan
bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat
dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak adalah pewaris sekaligus potret masa
depan bangsa di masa datang, generasi penerus
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

7 Ruswiati Suryasaputra, Perlindungan Hak Asasi Bagi
Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan,
Restu Agung, Jakarta. 2006, hal. 5-6. (Lihat Pasal 2
paragaraf 2 Konvensi tentang Hak Anak).
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perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Pasal 57. Dalam
hal anak terlantar karena suatu sebab orang
tuanya melalaikan  kewajibannya, maka
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55, keluarga, atau pejabat yang berwenang
dapat mengajukan permohonan ke pengadilan
untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Bentuk-bentuk perbuatan yang
mengakibatkan anak berada dalam situasi
penelantaran memerlukan penanganan secara
efektif oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah bekerjasama dengan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia serta dengan
melibatkan peran masyarakat. Dalam
penyelenggaran perlindungan anak diperlukan
upaya untuk melakukan koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Apabila
ditemukan adanya bukti yang sah telah
terjadinya bentuk-bentuk perbuatan vyang
mengakibatkan anak berada dalam situasi
penelantaran, maka diperlukan proses hukum
terhadap pelakunya untuk dikenakan sanksi
pidana.

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap
Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. ° Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
diingat bahwa larangan ditujukan kepada
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu. ™

Perbuatan pidana semata menunjuk pada

perbuatan baik secara aktif maupun secara

pasif, sedangkan apakah pelaku ketika
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau

8Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, Hukum Perlindungan
Dan Penangkatan Anak Di Indonesia, Edisi. 1. PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, vii.
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2008.hal. 59.
10 .

Ibid.

memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah

perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada

pertanggungjawaban pidana.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Pasal 76B. Setiap Orang dilarang
menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan Anak dalam situasi
perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B.
Setiap Orang vyang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Pasal 49. Dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup
rumah tangganya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana
dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim;
misalnya, pidana mati, pidana penjara,
kurungan dan denda."

Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1) pidana mati;

2) pidana penjara;

3) pidana kurungan;

4) pidana denda;

5) pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1) pencabutan hak-hak tertentu;

2) perampasan barang-barang tertentu;

3) pengumuman putusan hakim.

Norma hukum adalah peraturan hidup
yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi
yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma
hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya
mengikat setiap orang dan pelaksanaannya
dapat dipertahankan dengan segala paksaan

Al Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97

12 Andi Hamzah,Terminologi Hukum Pidana, (Editor)
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hal. 121.
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oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma
hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang
memaksa dengan sanksinya yang berupa
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak
mempunyai beberapa unsur, yaitu:*

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

3. Tujuan, vyaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah
yang akan dikenakan kepada orang yang
melanggar atau tidak mematuhi norma itu.
Penegakan  hukum  dijalankan  untuk

menjaga, mengawal dan menghantar hukum

agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan
penegakan hukum merupakan tindakan
penerapan hukum terhadap setiap orang yang
perbuatannya menyimpang dan bertentangan
dengan norma hukum, artinya hukum
diberlakukan bagi siapa saja dan
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang
telah ada.' Dengan kata lain penegakan hukum
sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan
mengawal hukum agar tetap tegak sebagai
suatu norma vyang mengatur kehidupan
manusia demi terwujudnya  ketertiban,
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya.®

Bentuk-bentuk perbuatan yang
mengakibatkan anak berada dalam situasi
perlakuan salah dan penelantaran memerlukan
penanganan secara efektif oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah bekerjasama
dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
serta dengan melibatkan peran masyarakat.

Dalam penyelenggaran perlindungan anak

diperlukan upaya untuk melakukan koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Apabila
ditemukan adanya bukti yang sah telah
terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang
mengakibatkan anak berada dalam situasi

3 yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 5-6.

1 Sadjijono. Polri Dalam Perkembangan Hukum Di
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta. 2008. hal. 61.

" Ibid. hal. 62.
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perlakuan salah dan penelantaran, maka
diperlukan proses hukum terhadap pelakunya
untuk dikenakan sanksi pidana terhadap
perbuatan melibatkan anak dalam situasi
perlakuan salah dan penelantaran.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perbuatan penelantaran
anak, seperti tindakan atau perbuatan
mengabaikan dengan sengaja kewajiban
untuk memelihara, merawat, atau mengurus
anak sebagaimana mestinya atau perbuatan
tidak melaksanakan kewajiban  untuk
memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada anak dalam lingkup
rumah tangganya, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian, orang tersebut
wajib melaksanakannya.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
perbuatan penelantaran anak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Pasal 76B. Pasal 77B yaitu setiap orang
dilarang menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan Anak
dalam situasi perlakuan salah dan
penelantaran. Setiap Orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Pasal 49. Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah), setiap orang yang
menelantarkan orang lain dalam lingkup
rumah tangganya.

B. SARAN

1. Pengawasan terhadap bentuk-bentuk
perbuatan  penelantaran anak  wajib
dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah serta bertanggung jawab untuk
memberikan biaya pendidikan dan/atau
bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus
bagi anak terlantar. Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib menyelenggarakan
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pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi
sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga
maupun  di  luar lembaga. Untuk
menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan anak terlantar, lembaga
pemerintah dan lembaga masyarakat seperti
panti pemerintah dan panti swasta dapat
mengadakan kerja sama dengan berbagai
pihak yang terkait. Dalam hal anak terlantar
karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya, maka lembaga, keluarga,
atau pejabat yang berwenang dapat
mengajukan permohonan ke pengadilan
untuk menetapkan anak sebagai anak
terlantar.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
perbuatan penelantaran anak di Indonesia
perlu diterapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk memberikan
efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain
sebagai suatu pembelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang sama.
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